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KATA PEN GANTAR 
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

P ui dan svukur kami panjatkan kepada Allah S\'C1, Tuhan Yang Maha 
I sa karena atas rahmat dan karunia-Nva, penvusunan dan petyaiian 
buku "Analisis Akuntabilitas Tata iKelola I\Iincrba: Studi IKasus Ii IP 

BPN.atas kontrak Karva dan Pengenaan Tarif Bea Reluar Pada PT lreeport 
Indonesia" vani disusun olch Pusat Kajian ;\kuntabilitas IKcuangan Negara 
(PK.\k) Badan IKeahlian 1)1'R RI sebagai s//ppoJlmg iTs/el/I dapat 
tcrselcsaikan. 

Buku mi menvalikan 2 (dna) subjudul analisis mendalam berdasarkan 2 (dua) 
Laporan I lasil Pcmeriksaan (li-IP) BPK vaitu Pcmeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu atas k(.)ntrak Karva P11 Ireeport Indonesia tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2015 dan I H P BPK atas I .aporan Keuangan Pcmerintah 
Pusat 1ahLin 2018. Tirik temu antara dna kajian mi berkaitan dengan 
konsekuensi yang harus dibadapi pernerinrah terutama sctelah divestasi 
saham P11 lreeport indonesia vaitu penanggulangan dampak perubahan 
ekosistem akibat pembuangan limbah tailing oleh Vl lreep >rt Indonesia. 
Selain itu, rerdapat pula amanah hilirisasi minerba rnclalui pembangunan 
.cine//ervang tentunva harus ditaati scluruh Izin Vsaha Pertan -ibangan Khusus, 
salah satunya terinasuk P1 1Tirc7ort me/ones/a, 

Pada LI IP BPK Pemeriksaan Dcngan 'I ujuan 1'ertentu atas Kontrak Karva 
VI 1reep( )rt lndonesia Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20 15 mi temuan 
dan permasalahan yang diangkat adalah pembuangan limbah iai//, yang 
dilakukan oleh P1 lreep& rt I nd ncsia sehingaa rerjadi perubahan ck( )sistcm. 
Secara garis besar belurn optimainva peran penga\vasan kementerian l - Iik 
scrta tidak taatnva P1 Ereeport Indnesia dalam pelaksanaan pcngclolaan 
linibah ta///iit olch Pl Ireeport Indonesia schingga pembuangan limbah 
lailing yang diakukan oleh P1 Ireeport Indonesia (inenurut hasil 
perhitungan Institur Perranian B gc >r, mengakibarkan hi langnva jasa/ fungsi 
cksosisrcni selama 28 tahun senilai Rp 185.1)18.377.987.478. 

Sedangkan pada LI IP BPK aras I aporan Keuangan Pemerintah Pusat 
'lahun 2018. BPK mengungkap adanva Nota Kcscpahan -ian antara 
pcmerinrah dhi Dirjen i\Iinerba kenenrcrian ESI)i\i dengan PT Freepurt 
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lndoncsia yang mcngatur bah\va tarif flea keluar Lintuk Pt Irccp( )rt 
Indonesia adalah sebesar 5 ° 'o yang tidak sesLiai dengan Peraturan LMenter 
kenangan Nomor 13/PMIc.()I0/2()17 yang mengatur baliva tarif flea 
keluar LintUk P'l 11 dengan mengacu pada progres peinbangunan c/lie//er 

yang seharusnva adalah 7,5i. BPK menvarakan bahva terdapat pettalu1an 
yang tidak sama oleb pcmcrinrah dan jUga potensi tcrhambarnva hilirisasi. 
Disatu sisi, pemerinrah kemudian sccara rcsrni rncnetapkan inelalui 
Peraturan 1\lcnrcri Kcuangan Nornor 1 64/PNIIK.()1 /2)11 bah\\ a tarif  Ika 
Iceluar tertini.gi adalab sebesar 5°o. 

Secara garis besar analisis arau pcnclaahan yang mendalam atas temuan dan 
permasa]ahan dalani I ,HP BPK diatas mcncakup hal sebagai berlkLlt: 

\nalisis rncngcnai pcnlbLlangan lirnbah r(li////i (I)lch P[' Ft berrujuan 
untuk rnengurai kronokgis peran penga\vasan pcmcrintah dalam 
pelaksanaan pcngclolaan /ciiYing PT Fl yang rncngakibarkan pelaksanaan 
pengclolaan /ai/ing Pl II tidak sesLial dengan aturan yang berlaku 
sehingga terjadi perubahan fungsi/jasa cksistcm. 
;\nalisis mengenai pengcnaan tarif flea Iceluar pada 1 3 1 lI berdasarkan 
hIP :\tas LKPP TahLtn 2018, hal yang akan dibahas mcngcnai dasar 
pc1ietap11i Nota Isesepahaman Ditlen Minerba dengan PT FL sehcsar 
5 	dan juga dampak peruhahan kebijakan tarif ilca keluar dan 
Pcraruran Mcnreri Kcuangan Noimr 13/Pi\IK.Oil.)/20 17 (tanifterting,gi 
7,5°') 	menjadi 	Peraturan 	Mcntcri 	Kcuangan 	Ni >rn( if 
164/Pv1K.01()/2018 (tarif tcrtinggi 5°0) terhadap hilinisasi minerha. 

Pada akhirnva, karni bcrharap analisis mi dapat dijadikan bahan masukkan 
dan intormasi kepada DPR RI, khususnva Komisi VII DPR RI baik dalarn 
pembahasan pada saat rapat kerja maupun kunjungan kcrja untuk 
niendorong perhaikan tata kelola mtncrha. 

lKanii menvadari bah\va analisis mi masih jauh dari sempurna, karena itu 
karni mcngharapkan saran clan kritik yang mcmbangun bagi kami 
kcdepannva. Terima Kasih. 
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Peran Pengawas an Pemerintah Terhadap Pembuangan 
Limbah Tailing PT Freeport Indonesia 

('Studi Kasus Tern uan I-Ii1an-nva Jasa Ekusistein akibat Peinbziangan 

Tailing senilai Rp185,Ol triliun selarna 28 tahtin berdasarkan LHP BPKRI 

aras Kontrak Karva PTFrceporr Indonesia) 

PENDAHULUAN 
Lingkungan yang baik clan sehat merupakan hak asasi Setial) 

\\'arga Negara Indonesia sebagaiinana diamanatkan dalam L LD 1945 
Pasal 28 Fl avat 1 yang menvcbutkan bahwn "sctiap orang berhak 
hidup sejabtera lahir dan batin, 1)crtcmpar ting,ga] dan mendaparkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan 
pelavanan kesehatan". Lahirnva Vnclang-Lndang Nornor 32 Tahun 
2(8)9 tentang Perlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan Flidup 
semakin rnembenkan jaminan dan kepastian hukurn terhadap hak 
asasi memperoich liiigkungan hidup yang baik dan sehat scbagai 
bagian dari perlrndungan terhadap kesciuruhan ekosistem. 

Dalani rangka terciptanva lingkungan hiclup vang baik dan schat, 
peinerhta1i diharapkan berperan aktif dalarn melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup salab satunva melalui peran penga\vasan. 
Sebagainiana tercantum dalarn Pasal 63 avar I huruf( ) dalam Lndang-
Unclang Nomor 32 Tahun 2009,8 pcmcnintah merniliki kewajiban 
dalam mengawasi ketaatan pcnanggungjawab usaha clan/atau kegiatan 
terhadap ketentuan penzinan lingkungan dan peraturan perundang-
unilangan. Selain pernerintah, keraatan pelaku usaha juga berperan 
pnflg untuk tunit serta rneniaga clan mchndungi kclestarian 
lingkungan. Dalarn Pasal 22 L1. Nomor 32 tabun 20()9 rnenvebutkan 
bah\va setiap pe]aku usaha yang bcrdampak penung rerhadap 
]ingkungan luclup \va1ib untuk meniiliki AIDA1. scbagai dasar 
1)eIetaPan keputusan kelavakan lingkungan hidup. 

Industri pertarnbangan mineral merupakan salah satu industri 
yang ni cnimbulkan dampak pciifiiig bagi kcicstarian lingkungan hidup 
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sebab kegiatan eksploitasi Sumber Dava Nlineral yang diJakukan okh 
perusahaan berlangsung dalam jangka \vaktu rang lama. PT. Freeport 
Indonesia (PT Fl) merupakan salah satu perusahaan nmltinasional 
yang bergerak di industri pertambangan mineral dengan hasil produksi 
berupa emas dan tembaga rerbesar di Indonesia. Dasar operasi PT. 
Fl sebelum tahun 2018, adalah izin Kontrak Karva (KK) yang diatur 
dalam LU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Pacla tahun 
2018. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Barubara secara resini mengubah Kontrak Karva P'I FT menjadi Ijin 
L'saha Perranbaiigan Khusus (ILPK). Dengan terbirnva ILPK 
tersebut, rnaka PT FT mendapar kepastian hukum dalani menjalankan 
usahanva hingga tahun 2041 dengan skema 2 x 10 tahun. 

Mcskipun tclah direrbitkan ILPK. Kontrak Karva yang telah 
ada sebelum berlakunva L'U No 4 Tahun 2009 tetap berlaku sarnpai 
jangka waktu bcrakhirnva kontrak vaitu tahun 2021. Namun, 
ketcntuan yang ada dalam Kontrak Karva rersebut harus cliscsuaikan 
selambar-lambatnva 1 tahun sejak LU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. 
Hal mi berarti paling larnbar rahun 2010 bcberapa kc\vajiban dalarn 
LU No. 4 Tahun 2009 harus dilakukan oleh PT. F1 seperti 
mcncrapkan kaidah teknik perrarnl)angan yang baik; mcngelola 
keuangan sesuai dcngan sisreni akuntansi Indonesia; meningkarkan 
nilai tambah sumber dava mineral; melaksanakan pcngcmbangan dan 
pemberclavaan masvarakat scrcmpat; dan mematuhi batas toleransi 
elava dukung lingkungan. 

Dalam Undang-Lnclang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 96 tenrang 
PertanThangan Mineral dan Batubara, vaitu "dalam rangka penerapaii 
kaidah rekoik pertambangan yang baik, perusahaan wajib 
niclaksanakan pengclolaan sisa tambang dari suaru kegiatan usaha 
pertanibangan dalam bcntuk padar, cair, arau gas sampai rnernenuhi 
standar haku rnutu lingkungan schclum dilepas ke media lingkungan". 
lsewajhan inelaksanakan pengelolaan sisa tanibang telali dipenuhi 
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oleh PT FT scbaganTlana tcrtuang dalam dokumen AMDAL 300K 
yang tclah disetujui olch pemerintab melalui SK I\Icntcri LH Nomor 
Kcp-55/MENL1-1/12/1997. Selain itu, pemerintah juga telab 
menerbitkan ketentuan persvaratan pcngclolaan lunbab basil 
pertanihangan 'tai/ii,) rnclalui Kepmcn LFI 431/2008 yang dijadikan 
scbagai instrumen dasar pengawasan ketaatan PT Fl. 

Mcskipun P -f FT dan pcmcrintah tclah rnenjalankan kewajiban 
atas pcngelolaan clan perlindungan lingkungan sesuai dengan amanat 
undang-unclang namufl dalarn I aporan I lasil Pcmcriksaan DTT BPK 
RI pada IRPS II tahun 2017 atas Kontrak Karva PT Freeport 
Indonesia (PT11) tahun 2013-2015 pada Kemenrerian ESDM scrta 
KLHK menvebutkan bahwa pembuangan limbab /ci//li yang 
dilakukan olch PT FT telah rnengakibatkan peribahan serra hilangnva 
jasa ekosistern di sungai, buran, est/iwy dan rclah mcncapai kawasan 
law selama 28 tahun (1988-201 6) scbesar Rp 185.018.377.989.478,00 
atau Rp6.607.799.213.838,5() tiap tahun. :\dapun permasalahan atas 
temuan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pengelolaan Iimbah 
ta//lug oleh PT F! tidak sesuai ketenruan tcknis dan peraturan 
perundang-undangan serra peran pengawasan KLHK atas kctaatan 
pengclolaan perlindungan lingkungan hidup tidak optimal. 
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PEMBAHASAN 

Temuan dan Permasalahan dalarn Hasil Pemeriksaan BPK RI 
rnengenai Pengelolaan Tailing oleh PT Fl 

iaporan 1-lasil Perneriksaan l)engan Tujuan Tertentu BPIc RI 
pacla IHPS II rahun 2017 atas Kontrak Karva PT Freeport Indonesia 
(P1171) pada Kemcntcrian Encrgi dan Sumber Dava Mineral serta 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana ii mc nemuk an 
beherapa permasalahan yang meniml)ulkan perubahan ck slsteln 
scrta hilangnva manfaat jasa ekosistem antara lain permasalahan 
terkait regulasi izin serta pclaksanaan pengelolaan iuiIiiç dan 
permasalahan terkait pengawasan oleh Kernenterian Lingkungan 
1-lidup. 

Permasalahan terkait regulasi izin pengelolaan tailing, 

hingga saat pemeriksaan berakhir, PT 171 belum memperoleh izin 
pcmbuangan ]imbah iai/ing oleh Kementerian LH dan permasalahan 
terkait pelaksanaan pengelolaan tailing yang tidak sesual dcngaii 
ketentuan teknis dalam AMD AL 3())K dan kctcntuan persaratat1 
pengelolaan 16ii1i'lio yang tertuang dalam Keprncn LI-I 431/2008 

diantaranva: 
terdapat /cü/iig aktif yang rnengendap pada kcclua tirik pcnataan 
kualitas iai/im vairu ritik penataan pandan lima dan kelapa ]ima 
sehinga aliran iaiIiig bcrpindah arah dan tidak lagi melewati titik 
penataan. Saat mi, P'I FT sedang dalani proses membuka akses 
titik pcnataan pandan lima dengan menimbun aliran /cii/Jig aktif 
n-ienggunakan rriatcrial galian sesuai arahan Kcmcntcrian LHK 
mclalui surat Dirjen 133. 
PT 171 tidak menggunakan metode .riiiiu/tcmcüi/.c/j taircid&/ imidis 

dengan iKid ia/a/il cit//ide sesuai persyaratan yang tertuang dalam 
Kepmen LH 431/2008 dalam melakukan pemantauan mdeks 
risiko sehing,ga potensi ion logam dalam sedimcn 1,ii1imy yang dapar 

mcnlml)ulkan efek toksik pada organisme yang tinggal dalarn 
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sedirnen belum dapar rercerniin dalam ]aporan pe1antauan PT 
Fl. 
PT Fl ticlak melaksanakan pembangunan tanggul kcclua serelab 
ditetapkannva AMfl\L 300K tahun 1997 sesuai dengan 
ketcntuan teknis pengelolaan NIod\1)A. IKeputusan PT FT untuk 
tidak inclakukan pcmbangunan ranggul kcdua dida sarkan pada 
kaian yang dibuat olcli LcOS/dr-IfB tahun 2010 yang 
rnenunjukkan bahva tanggul iTneintang pertarna yang telab dibuat 
hanva efektif dalarn kurun waktu yang relatif siiigkar. 
\vilavah Arnarnapare yang terkena clampak dan lirnbah lailim,  tidak 
sesuai dengan prediksi dalam kajian clokurnen AMDAL 300K 
sehingga perlu dilakukan kajian ulang atas efektifitas pcngendapan 
N [( d. \D.\ dikarcnakani ]\lodADA. tidak rnarnpu mengakornodasi 
seluruh railing yang dihasilkan PTFI. 

Permasalahan regulasi i2in dan pelaksanaan penge] olaan lirnbah 
hyilili g tersebut telah menimbulkan kondisi dirnana rnasuknva litnbah 
lailing ke rava dan l)cr1I)u1ia1i  varga disebabkan terjadinva kebocoran 
ranggul yang rnengakibatkan matinva pohon-pohon sagu di area 
tersebut serra hilangnva jasa ekosistem sclarna 28 tahun (1988 - 2016) 
schesar Rp185.018.377.989.478,0() atau Rp6.607.799.213.838,50 nap 
tahun. PT FT tclah rncrnbenikan dana partisipasi PT Fl sebagai bentuk 
k rnpcnsasi a ras sis tern pengelolaan lailiugo Srtem,) 
clan rahun 2011 s.d 2015 sebesar Rp343.131.000.000 kepada 
Pernerintah Provinsi Papua dan Pernenintah Kabuparen Nlirnika. 1 -Ial 
tersebut mengindikasikan bah\va PT H menvadani adanva dainpak 
!ingkungani yang telah ditirnhulkan terhaclap ekosistern akihat 
penihuangan IaiI!/ig rersehuL 

eclankan, permasalahan terkait pengawasan oleh 
Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana 
diatur dalarn Perinen LH Nornor 3 Tabun 2014, rnekanisrne 
penihinaan dan pengawasan lrngkungan hiclup oleli Kernentenian 
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LHK dilakukaii melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pcngclolaan Lingkungan Hiclup (PR( )PER). Salah 
sam instrumen penilaian PR( )PER terkait aspek pengclolaan hmbah 
B3 adalab pelaksanaan Kepmen LH 431/2008 oleli PT Fl. 

Hasil pcnieriksaan BPK RI menunj ukkan Kenienterian LH K 
tidak optimal dalani niclakukan pengawasan ketaatan PT FT terhadap 
pelaksanaan Kepmen LI-I 43 1/20(18 sebagaimana yang tcrtuang dalam 
Berita \cara PR( )l'FR tahun 2015 (lan tahun 2016 dimana kondisi 
pcngclolaan lailil~lll  sudah tidak scsuai dengan Kepmen LH 431/201.18. 
Selain permasalahan pengawasan yang tidak optimal, Kementerian 
LHK juga tidak meniiliki instntrrien berupa izin terkait pengelc)]aan 
taiIi/Ig di iMod.AD:\ sebagai dasar pcngawasan atas pcngclolaan /ii/ing 
oleh PTFI sehingga Kementerian LHK ticlak dapat mengenakan 
sanksi apabila pengelolaan tailing PTFI sudah tidak sesuai dengan 
ketentuan. 

Pembuangan Tailing PT Freeport Indonesia serta Dampaknya 

bagi Lingkungan 

Tc.iiling merupakan produk samping, nwç'e/l sisa, serta hasil 
pcngolahan pertambarigan yang tidak diperlukan. Tailing hasil 
pcnamhaiigan enias biasanva mengandung mineral inert (tidak aktif). 
Mineral rersebut antara lain kvarsa, kalsit, dan bcrbagai jenis 
aluininosiiikat. Tailing basil penambangan emas mengandung salah 
satu atau lebih bahan berbahava beracun seperti Arsen (As), Kadmium 
(Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg, Sianida (CN) dan Iainnva yang dapar 
mencemari arau merusak Iingkungan (D.Z. 1-lerman. 2006: 33). 

Dalam dunia perrarnbangan, kebadiran limbah tailing ridak bisa 
dihindari, dari proses pengolahan hijih yang clilakukan hanva <3 °  
bijih yang rncnjadi produk dan sisanva menjadi tailing (Pohan, dkk, 
2007:4). Ada bcberapa nietode pembuangan tahlz;lc vaitu PI'° 

taili,i& cli laut ('su/Jmarine tailing (liipo.cal), penemparan tclthhg cli sungai 
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(riveri/le lailiiig d'sposci/), dan pencrnpatan laililig di darat (pengisian 
lubang behas rambang dan Jul/iig darn. 

5ulri)eI: li1,tn i)ikLi keii 	ill kun";w I lidup, 2I)2). 

PT I I I memu]ai pt-oduksi komersial aras konsentrat tembaga 
scjak tahun 1972. Pada tahun 1997, PT El rneningkatkan produksinva 
darl 100K menjadi 300K dengan menvertakan upava mitigasi dainpak 
Jul/thg. pengelolaan dan pemantauan Iingkungan dalam dokurnen 
:\IDAL 300K yang telah diserujui oleh pernenntab rnelalui Sic 
Menteri LI-I Nomor Kep-55/MLNLH/12/ 1997 terranggal 22 
Descmber 1997. Dalarn AMDAL 300K serta izin pembuangan 
limbah /ul/ing oleh Gubcrnur dan Bupari. PT El rncnggunakan metode 
pcncmpatan /uthn.g di sungai (rlrei'l'ie lailinu disposal) vakni mengangkur 
lirnbali tc.ii/ii dari wiiavah provek melalui hadan sungai Aghwa 
()tomona-Ajkwa-Minarje\vi ke dacrah rekavasa pengendapan di 
dataran rcndab yang disebut Area ModAD:\ dengan perhiasan dacrah 
pcngendapan hingga 230 krn. 

I\lenurut Pakar Lingkungan I PB mengungkapkan perniiihan 
inerode penempatan /ai/i/i.g di sungai (rierine fui/i, d/rposu/) dalam 
pembuangan icii/l/g PT FT diJakukan atas dasar beberapa pertirnbangan 
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kondisi gcografis seperti lokasi daerah tambang PT Fl yang curam, 
curab huan unggi, rawan bencana, dan volume limbah yang relatif 
besar yang tidak memungkinkan untuk dapat mcmbangun bendungan 

o darn) scbagai ternpat penampungan Iai//u. N amun, penempatan 

/az ilia tersebut lustru menimbulkan perubahan dan hilaiignva manfaat 

jasa ekosistem yang diakibatkan oleh pembuangan lailil(g7 PT Fl hingga 

mencapal nilai sebesar Rp 1 85,() 1 triJiun. Perubahan Iingkungan 
tersebur dapat dikatakan sebagai kerusakan lingkungan yang 
direncanakan scbab PT FT telah mcrniliki izin lingkungan berupa 
AI\IDAL dan telah tcrjadi dalam kurun \vaktu yang cukup lama vakni 
28 tahun. Namun, kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai kerugian karcna: 
Pemerintah telah rricmperliirungkan kelavakan ckononii yang 
diperoich darl kcgiatan pertarnbangan PT FT dengan nilai 
ckosistcrn yang harus dikorbankan pada saat rncmberikan izin 

lingkungan. 
Nilai kcrusakan yang masili delia/able dikarenakan: 

Proses pcnghitungan nilai manfaat asa ckosisrcm yang hilang 

tersebut dilakukan schatas rnclalui liiid.c'ape dengan 

rnenggunakan citra satelit tanpa adanva kunungan ke lapangan. 
Belum adanya regulasi terkait perhitungan bagi kerusakan 

bcnda-bcnda yang iii/iii/i/e sebingga tidak ada pcdoman yang 
dapat mcngakomodir perbedaan asumsi kcrusakan i,ituigih/e 

bagi para ahli lingkungan. ( )lch karena iru, perhitungan nilai 
sebesar Rpl 85,01 tniliun tersehut diperkirakan jauh lcbih besar 
apabila clapat mcmperhitungkan p1ramctcr dampak -dampak 
yang tidak terlihat secara fisik (//,ta/i/i/e) seperti dampak pada 
aspek sosial dan budava. 

Kehadiran PT Fl sciama 56 tahun dalam kegiatan 
pertaml)angannva telah mcrrlba\va berbagai darnpak kerusakan bagi 
lirigkungan baik ta,iible rnaupun iiz/aigib/e yang diungkap olch 
perwakilan rnasvarakat ash Mimika bersama LSi\I JATA1\i. Dampak 
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kerusakan tcmgiIi/e ditunjukkan olch Sungai ( )toniona (Yamairna), 
Sungai Ajikwa, Sungai Kopi, Sungai I\Iinajcr'.vi sebagai tempat 
pembuangan laibig kini mcnjadi dangkal. Kondisi kebcradaan Sungai 
Otomona dan Ajik\va kini telah rertutup endapan lailitio dan menjadi 
\vllavah hijau. Selain iru, adanva kckhavatiran PT FT bahwa tai/in 

rersebut dapar mcnggangu kegiaran operasionainva maka dilakukan 
pemorongan akses sungai Yamaima, Ajikwa, Minarjewi menuju Pw:ci/e 

(akses inasuk pelabuhan) dengan menimbun material agar endapan 
icü/i/.g tidak masuk ke clalam Poi:cite. Perubahan liuigkungan akibat 
penItiaigan tuIiiig tielak hanva terjacli cli sungai namun telah meluas 
hinga ke \vllayah yang dekat dengan rnuara laut seperti Kampung 
Pasir Hiram yang dulunva inerupakan pusat perdagangan. Kondisi 
Kampung Pasir Hiram kini telah bilang dan ditinggalkan olch 
penduduknva akibar tidak adanva air bersib dikarenakan sumber mata 
air di dacrah rersebut sudah mulai rerturup /ailiig. 

Lebih lanjur, beberapa darnpak iiittmeh/e seperti aspek sosial dan 
budava dianraranva mulai rnuncul hcrhagai penvakit akibar uap puas 
yang dihasilkan darl liinbah t,ilth,', hiJangnva sanva dan tumbuhan 
yang digunakan sebagai makanan khas daerah serempar seperti sagu, 
hilangnva fungsi Sungai ( )romona dan :\jikwa sebagai akses 
transportasi dan media mara pencaharian masvarakat sekirar, kasus 
kematian ikan dalam jumlab banvak yang ada di sungai, dan mulai 
hilnngnva tradisi kcpercavaan suku Amumc dan suku Kamoro yang 
rnernpercavai rnitos haliwa raiiah ada]aIi iiu pcln])cn rejeki sebab hak 
ulavat masvarakat setempat atas ranah mereka harus dikorbankan 
demi kepenringan PT FL 

Peran Pengawasan Kernenterian LI-IK terhadap Kasus 

Pembuangan Limbah Tailing PT Freeport Indonesia 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan 
upava sistemaris dan terpadu yang ddakukan untuk mclesrarikan 
fungsi lingkungan hidup dan mencegah rcrjadinva pencemaran 
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dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang rnclipiti perencanaan, 
pcmanfaatan, pengendaiian, pcmcliliaraan, penga\vasan, dan 
penegakan hukum (ULI Nornor 32 Tahun 2009 Pasal 1 avat 2). Peran 
pernerintah dalam fungsi pengawasan merupakan peranan terpciiting 
dan tidak terpisahkan clalam per]indungan clan pcngelolaan 
lingkungan hidup. kc\vajiban pemcrmtah terkait fungsi penga\vasan 
perlgcl( )laan dan per]inclungan Iingkungan liidup nicliputi: 

Pengaivasaii terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan 
daerah, peraturan kepala daerah: dan 
Pcnga\vasan rerhadap kcraatan pcnanggungjawah usaha dan/arau 
kegiatan terhaclap ketentuan perizinan lingkungan clan peraturai 
perundang-undangan. 

Pengawasan oleh Kemenrerian Lingkungan Hidup dilakukan olch 
4 (empar) dircktorar diantaranva Ditjen Pcnegakan Hukurn, Ditjcn 
Pengelolaan Sampah, Ltmhah, dan Bahan Berbahava clan Beracun, 
Ditjen Pcncemaran Lingkungan, clan Ditjcn Planologi dan Tata 
Lingkungan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan 
khususnva terhadap kctaatan PT Fl rerhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraruran perundang-undangan, pcmcrintah dbi. 
Kernenterian Lingkungan Hidup tclah mcncrbitkan instrurnen dasar 
pcngawasan berupa Kepmen LI-I 431/2008 yang berisi ketentuan 
rcknis pclaksanaan pcngelolaan lailiiilo serra memberikan perserujuan 
pada :\J\IDAL 300K yang diajukan olch PT FT. 

Atas temuan basil pemeriksaan BPI< pacla THPS II tahun 2017, 
Kemenrerian LI-IK juga tclah rncninclaklanjuti rekomenclasi BPK RI 
dengan menvusun langkah-langkah pcnycicsaian permasalahan 
hngkungan PT UI clengan hasil sebagai berikut: 
1. Mencahut Kcprncn LI-I 431 /20U8 yang sudah tidak sesuai 

perkembangan clan peraturan saat mi dcngan menerbirkan 
Kcpmcn LH 175/2()18; 
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2, Mcncrbitkan Kajian Lingkungan Hidup Straregis cicngan 
kesimpulan rnemperpanjang operasi PT 11 2x 1 U tahun dan 
1ncngelua rkan rekomcndasi kcbijakan .ca/iiard operasi, 
perlindungan ekosistcm, dan perlindutgai masvarakar 
Menerbitkan Dokumen Evaluasi I .ingkungan 1 - lidup DELH) 
Nomor 32 Tahun 2018 tentang pengesahan DELH perubahan 
kegiatan usaha pertambangan dan fasi]itas pcndukung dari yang 
tercantum dalarn AMDAL, RKL, dan RPL regional rencana 

l)e 1 1LLasan kegiatan penambangan tembaga dan ernas sertas 
kegiatan pendukungnva hingga kapasitas maksimurn 300.000 ton 
bijih perhari di Kahupaten Aciministratif Ninnika Provinsi Irian 
ava 

i\lenerbitkan izin lingkungan atas 25 kcgiatan usaha pertambangan 
PT F! melalui Kepmen 546 tahun 2018; 
Pemberian sanksi administrasi paksaan atas pe1angaran PT Fl 
rnela]ui 5K Menteri Ii ER Nomor 5559 tahun 2017; 
Menvusun roidiimp penge1oIaai tailii rnelalui Kepmen LHK 
INonior 594 Tahun 2018 rentang pelaksanaan roadmap pengelolaari 
tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi 
Papua. 

1-lasil penga\vasan KLI-IK tahun 2017 menernukan bahwa 
terclapat 48 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Fl meliputi 31 
tcrnuan pelanggaran terkait :\N [D AL/ RKL-RPL dan izin lingkungan, 
5 temuan pelanggaran pencemaran air, 5 temuan pelauggaran 
pencernaran udara dan 7 rcmuan pelanggaran pengelolaan limhah B3. 
Tcrkair clengan pclaiggaraii rersebut, Kement -erian LI [K telab 
rncmbcrikan sanksi administrasi terhadap 48 pe1angaran tersebut 
dimana rclah diselesaikan sebanvak 43 pelanggaran dan yang sedang 
dalarn penyeles-aian sebanvak 5 pelanggaran. N arnun dalam 
penjelasannya, Kementerian LI- -I K tidak dapat rncngkonfirmasi 
pclanggaran yang disebabkan dari pembuangan limbab /ai/i/. 

I'iiji/ ka1ii;i 1K\' 	1 11 



L ntuk pcnvclesaian masalab limbah tailing di rnasa yang akan 
datang, Kenienterian 1.1 1K bersama PT lI telah menvusun road//ic/p 

selama periodc 2018 s.d 2024. Row/map penanganan tcu/in difokuskan 
pada penanganan material di area tambang, penanganan material di 
Daerab Pengendapan Ajkwa atau ModADA, penanganan material di 
daerah csniari (bilir), dan pcmanfaatan ic'ilhig dan pengembangan 
wilavah. Dalam roadinap tersebut. PT FT akan berupava untuk 
rneningkatk-an rerensi iai/ii di ModAJi):\ melalui metode 
pengambilan material dari dalam ModAD A/perangkap seclirnen, 
tanggul mipermeahie, pengisian daerah deprcsi, dan bioplanling dengan 
penjelasan sebagai benikut: 

Metode pengambilan material darl ModAD A diperkirakan 
mampu nicningkatkan retensi tatltng menCapai 19 juta ton (7.40X0 

ton/han) selama 7 tahun yang nantinva akan digunakan untuk 
bahan pembuatan tanggul barat dan tanggul timur. 
Mctodc pcmbangunan tanggul impeiwicable yang bertujuan untuk 
menjaga stabthtas tauggul barat dan tanggul rimur dengan target 
pembangunan 76 tanggul impermeable sampai masa akhir tambang. 
Metocle pengisian daerah depresi (area rendah di clalam 
ModADA) yang  dapat menahan iailthg sekitar 39 juta ton selama 
13 tahun (35.600 ton/han). Target selama tiga tahun ke depan 
akan dilakukan pembukaan kanal sepanjang 12 km di dalarn 
ModAI)-\. 
1\letode heo///er vakni menahan lailina di ModADA dengan 

menggunakan rumput Pbrcgmite.r Karka yang dapat tumhuh di area 

faililia dcngan target penanaman seluas 72 ha per tabun. 

Selain rneningkatkan retensi tailing. PT 1 , 1 juga berupava untuk 

niernanfaatkan /c!i/i/g sebagai surnbcrdava dalam nangka 
pengembangan \vilavah Papua dan sekitarn a seperti aste/i//ei'/. produk 

beton iailig, dan material urug/siih-based dengan peiie1asan sebagai 

benkut: 
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a. R,s/eJi/Ie1 vakni memanfaatkan kernbnli tn/thg sebagai material 
pcngisi b11ib tamnbang yang dicanTipur dengan semcfl. Potensi 
pcmanfaatan lailiqll untuk pci.c/e/1I/e/ ditargerkan rnencapai 7.000 

ron/han. 
I). Procluk heron /ulIlii untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan 

internal PT 1I dalam membangun jalan, jembatan clan material 
hahan hangunan dengan potensi pemantaatan per tahun sekitar 
100.000 ton atau sebesar 300 ton/han. 

c. Material urug/sith-bcised dari /ciIIii 	sebagai material untuk 
pembangunan jalan heron sepanjang 30() km dengan kebutuhan 
material ,czth-/ased dengan potensi pemanfaatan rnencapai 20.000 
ton per han. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil konfirmasi terkait temuan BPK dalam LHP 

DTT pada IHPS 11 tahun 2017 atas Kontrak Karva PT FT baik dan 
Pakar I .ingkungan TPB. LSM JATAM dan Kemenrerian LIIK clapar 
disinTipulkan bah\va ineskipun PT FT telah memiliki AMDAL 300K, 
beserta izm pembuangan iiiili, yang clikeluarkan oleb Gubemnur 
Provinsi Papua dan Bupati Mimika namun penibuangan 111/thg 

tersebut hanva disertai ketentuan tekms pengelolaan laikqo tanpa 
discrtai dengan kehijakan pemanfaatan /ai/i, dan peraIl pengawasan 
yang optimal. Peningkaran kegiatan procluksi PT FL dari 100K 
mcnjacli 3( )( )K yang nicnghasilkan volume /cli/iig mencapai 230.000 
ton per hart selama 28 tahun telah menimbulkan dampak pada 
pen1alan lingkungan dan hilangnva jasa ekosistem selama 28 tahun 
(1988-2016) akihat pembuangan ta///i.ç PT FT scbcsar 
Rp185.01 8.377.989.478,00. 

Peruhahan lingkungan yang tcrjacli dalam kurun \vaktu selama 
2$ tahun tersebut dapat dikatakan sebagai kerusakan lingkungani yang 
direncanakan sebab PT FT telali mnerni]iki izin pembuangan tii/in PT 
Fl dari pemerintah Daerah scrempat dan izin lingkungan herupa 
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AMDAL serra Ketentuan Tcknis Pcngelolaan rjiii,i dalam 
Keputusan Menteri LH SK Nomor 431 tabun 2008. Perhitungan nilai 
sebesar Rp185,01 triliun tcrsebut belurn menunjukkan nilai yang 
sesungguhnva clan 1)erpotensi lebih besar sebab belum adana rcgulasi 
terkait perhitungan dampak-dampak kerusakan yang in/wigib/e. 

Sedangkan dari sisi pcngawasan, seak PT H beroperasional 
tabun 1972, Kementerian LHK baru niencrhitkan kctcntuan teknis 
pcngelolaan laibio, pada tahun 2008 mclalui Kepmen LH Nomor 431 
tahun 2008 namwi pengawasan berupa ,iimii/orii dan evaluasi atas 
pelaks-anaan Kcprnen tersebut tidak dilakukan olch Kcmcntcrian 
LI-1K bingga akhimva muncul temuan terkait pernhuangan /ii/iig PT 
FT pada rahun 4017. Hal tersebut menanclakan bahwa pci -an 
pengawasan KLH K dalam mengelola dan melindungi lingkungan 
hidup selarna mi niasih schatas nicncrbirkan insrnimen pengawasan 
bcrupa izin serta regulasi terkait kctcntuan teknis pelaksanaan 
pengelolaan /ai/ing PT FL 

Pcngawasan o]cb KI .11K kepada PT FT baru dilakukan pada 
tahun 2017 antara lain memberikan sanksi yang bersifar administrarif 
kcpada PT H atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, 
mencahut Kepmen LI-I 431/2008 \ang sudah tidak scsuai 
perkcmbangan dan peraturan saat mi dcngan rnenerbitkan Kcprnen 
LH 175/2018, dan mendorong PT LI unruk menvusun I-Odd/l/up  

pcnvcicsaian pcngclolaan tw/mg untuk periode 2018 s.d 2024. Namun, 
inengingat kegiatan pcnambangan PT LI yang masih bcrlangsung 
hingga tahun 204 1, mad/i/up penvclesaian yang diproveksikan hanva 
dalam iangka wakru 7 tahun (tahun 2018 s.d. 2024) tersebut tenru tidak 
mampu menlamin kcberlangsungan pengcli)Iaan ici//1i hingga IUPK 

PT LI bcrakhir. 

0kb karena itu, pcmerintah kbLtsusnva Kementerian 
Lingkungan H idup penn unruk meningkarkan peran penga\vasan 
terhadap ketaatan PT Fl sebagai bcrikut: 
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I. Menclorong PT FT untuk segera melaksanakan pernanfaatan tailh, 

scsuai Jv(l(/map yang telah disusun agar dampak-dampak yang telah 
tInll)ul clan pcnll)uangan Iaj/ll terscbut dapat dikendalikan cli 
masa yang akan clatang. 
\Icnvusun mekanisme iiioiiiton#i dan cvaluasi secara berkala scrta 
meniastikan pelaksanaan pengelolaan /ai//i PT FT tclah sesuai 
dcngan ividmap yang telah disusun hingga masa I[PK PT FT 
hcrakhir ra1iun 2041. 
Meningkatkan koortlinasi clengan Dinas Lingkungan Flidup dan 
Kchitanan serta perncrmtah Dacrah sctcmpat dalam hal 
pengawasan terhadap progress pelaksanaan pengelolaan tii/iug PT 
FT. 
Mengadakan kerjasarna antara Kementerian LHK bersama Pakar 
Lingkungan untuk menvusun regulasi terkait pengukuran clampak 
kerusakan lingkungan yang i/l/,/?gi b/c seperti pada aspck sosial dan 
buclava agar nilni kerusakan lingkungan baik /t71th/e maupun 
/utci,,ib/e dapar diperhirungkan secara pas ri. 
I'J .11 K luga pedu ]cbih l)crhau-hau dalam nicnibcrikan izin 
pertarnbangan dengan tidak berorientasi hanva pada nilai 
ekonoinis semata namun juga rnemperhirungkan keberlangsungan 
lingkungan hiclup clan masvarakat di sekitar area tambang. 
penierintah juga perlu rnempertirnbangkan isu lingkungan mi 
dalani proses transaksi divestasi saham PT 1I untuk 
ineininimalisir biava lingkungan rang harus diranggung 
pemcrintah di akhir inasa tairibang PT FT. 
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Analisis Dampak Perubahan Kebijakan Tarif Bea Keluar Ekspor 

Mineral Logam Terhadap 1-lilirisasi Minerba 
(Studi Kasus Twiizzan Pengenaaii ThrifBea Keluar Ekspor 

Konsentrat Tembaga PTFreeport Indonesia berdasarkan LHP 
BPK RI aras Laporan Kevangan Peinerintah Ptzsat Tahun 2018) 

PENDAHULUAN 

\1inera1 ]ogarn dan batubara (rnincrba) yang terkandung di 
\vilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumbcr 
dava yang tak terbarukan yang mempunvai peranaii penting dalam 
incnicnubi hajat hidup bangsa. Lntuk itulah, dalam pengelolaanva 
harus mcmbcrikaii nilai taml)ah yang besar bagi perekonornian 
nasional dalam mernbertkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
rakvat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 avat (3) LLD 1945. 

Dalarn rangka menciptakan kesejahteraan rakvat tersehut, 
pemcrintah membuka pintu bagi para investor baiJ dalam maupun 
luar negeri untuk eksplorasi dan produksi tambang. pemerintab tidak 
hanva memberikan izin untuk cksporasi dan produksi, namun j uga 
menginginkan adanva nilai tarnbah dari basil tambang tersehut dengan 
mengeluarkan peraturan yang rne\vajibkan perusahaan-perusahaan 
tambang unnik melakukan hilinisasi dalam bentuk 
pengolahan/pernurnian basil tambang di dalam negeri dengan 
membangun sriielier serra melarang/membarasi ckspor mineral 
dan/atau batubara scbagaimana diatur dalarn UU No.4 Tahun 2009 
Jenrang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Svahrir, 2017). 
Pembatasan niaupun pelarangan rerebut bcrtuj uan untuk menjaga 
ketersediaan mineral mengingat sifatnva yang terbatas dan tidak bisa 
diperbaharui dan diarur dalam sebuah Peraturan Pemerintah. 

.-\pahila 1)cr1sa1aa1  ingin inengekspor vaitu dalani bentuk 
k )nsentrat, maka perusahaan tersebut harus mengubah starusnva dan 
l\.()ntrak Karva (KIK) menjadi Tzin t saha Pertambangan Khusus 
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(ELPIK) sebagairnana kini diatur dalam Peraturan Pcmerintah (PP) 
Nornor I Tahun 2017. -\inandemen clarl KK menjadi 1lPK 
mencakup 6 aspek sebagai berikut vaitu perubahan luas \vilavah, 
koniitrncn rnelakukan pemurnian, divcsrasi, penggunakan tingkat 
kandungan dalam negeri TKI)N), pencrimaan negara, dan kerugian 
ncgara (Svahnir, 2017). PP Nomor 1 Tahun 2017 tersebut merupakan 
rcvii kccmpat sejak ditetapkannva PP Nomor 23 Tahun 2010. 

Dalam sistem perizinan yang diarur dalam PP tcrsebut, 
pciicrta1i tidak lagi berada dalam p05151 yang sejajar dengan pelaku 
usaha. pernerinrah menjacli pihak yang memberi ijin kepada pelaku 
usaha di industri pertambangan mineral. i\lcskipun deniikian, 
pemermtah membarasi ekspor tersebut clalam lima rahun clengan 
memperharikan pernbangunan fasilita s pengolahan clan pemurnian 
mineral (.rnie//er) dan juga mcwajibkan pemegang ILP/ILPK dalarn 
rangka penanaman modal asing untuk mendivestasikan 510 
sahamnva ke pemerintah (Svahrir, 2017), 

Dalam rangka pengendalian ketersediaan mineral dan 
menclorong perusahaan taml)ang yang beroperasi cli Indonesia untuk 
niembangun smelter, p emcrintah melalui Kenien terian Ke ua ngan 
mcngcluarkan Pcraturan Menteri Keuangan (P]\[K) Nomor 
153/PMKi01 1/2014 rerkait pengenaan tarif Bea Keluar pacla ckspor 
hasil pengolahan mineral (konsentrat) yang mendasarkan pada 
kema juan pembangunan smelter termasuk didalamnva penempa tan 
jaminan kesung,guhan /deposir olch perusahaan tambang tersebut 
yang berlaku sarnpai 12 Januari 2017. Kemudian pada tahun 2017. 
Kernenterian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 
13/PT\IIK.0I0/2017 yang mengatur tarif Bea Ke]tvr unruk ekspor 
konsentrat mineral bcdasarkan progres penibangunan tisik sim'//er. 

Semakin tingi progres pembangunan fisik Sine/fe,; maka tarif Bea 
keluar yang dikenakan scinakin rcndah. Pr( )grcs pembangullan fisik 
sine//cr sampai dengan 31° (Tahap 1. maLi Bca kelciar clikenakan 
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7.5 	nruk progres pcml)angunan fisik s,m//erlehili dan 311° sampal 
50° o 1aIiap II) inaka Bea Keluar yang dikenakan sebesar 5%. 
Scmcnrara, untuk progres fisik pembangunan smeller lebih dari 50% 
hinga 75°n maka Bea Keluarnva 2,5% Tahap III) . .\pabila progres 
pernbangunan fisik smeller lcbih dan 75° (lahap I \ ' rnaka tklak 
dikenakan Bea Keluar atau ()' 

Jika ditinjau dan perspektif kepcntingan Ilegara, penihenlakuati 
hilirisasi nuncrl)a berkaitan dengan peningkatan pe1erhnaan negara, 
baik paiak mauptin bukan pajak (PBP). Penerirnaan negara yang 
besar, hanva bisa diwujudkan biJa perncrintah rnelakukan rcforrnasi 
kebijakaii pcngelolaan minerba. Ketergantungan pada penarnbangan 
hi.tlu dengan mengekspor bijih mineral (nikel, bauksit, tembaga, dan 
bcsi) dan olahan dalarn benruk konsentrat berakihat pada rendahnva 
kontribusi pajak dan bukan pajak kepada negara (Svahrir, 2017). Selain 
kontnibusi pada penetfinaan negara, kebijakan hilirisasi divakini akan 
berdampak positif pada neraca pembavaran sebuah negara (Toledano 
dan '\Iaennhing. 2018). 

Dengan melihat keterkaitan pengclolaan minerba dengan 
penenimaan negara dan sifat cakupannva yang rnenguasai hajat hidup 
orang banvak, kebijakan pcngclolaan minerba tentu harus diawasi agar 
tujuan mcnciptakan kemakinuran dan kcscjahtcraan rakvat dapat 
benjalan sebagairnana mestinva. Lntuk itulah, Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga negara yang 
bcbas dan mandini clalam merneniksa pengelolaan dan tanggung jawal) 
keuangan ncgal-a tentunva juga turur melakukan pengawasan atas 
kebijakan tata kelola minerba yang dilakukan pemcrintah. 

Sc1)agaimana laztrnnva pcnicnksaan keuangan negara, dengan 
nicngacu pada Lndang-Undang (CLT) Noni)r 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeniksaan Pengelolaan dan Tanggung .la\vaI)  Keuangan Negara, 
C C Nomor 15 Tahun 2006 tenrang Baclan Pcrneriksa Keuangan, dan 
L'U N omor 15 Tahun 2( ) 17 tcntang :\nggaran Pcndapatan dan 
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Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, BPK rnemeriksa Laporan 
Keuangan Pernerintali Pusar (LKPP) Tahun 2() 18 dan dari basil 
perncriksaan terscbut ditcniukan ketidakparuhan terhaclap peraturan 
perundang-undangan vaitu pengcnaan tarif Bea Keluar dalam Nota 
Kesepahaman antara Kementenian Energi dan Suinber Dava f\lineral 
dengan PT Frceport Indonesia (PT FE) herrentangan dengan PMK 
Nornor I 3/PMK.() 10/2017. Tcrkait ha] tersehut, BPk mcmheri 
caratan penting terkait potcnsi terhambatnya tujuan hiinisasi minerba 
yang dicita -citakan oleh pemcrthtali. 

Berdasarkan kcterani.an dart I aponan Hasil Pcrneriksaan (Ii IP) 
BPK RI Atas Laporan Keuangan Pernerintah Pusat (LKPP) Tahun 
201 8 pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, 
dikctahui rerdapat pcngcnaan tarif Bea Ke]uar yang tidak scsuai 
ketentuan pada ekspor konscntrat renhi)aga oleh PT F!. PT FT sendini 
aclalah salah sani I[PK yang tcntunva mcmpunvai hak untuk 
rnengckspon konentrat tembaga dan menjadi salah satu penvurnhang 
rcrhcsar dalani pene1u1fl Pajak Perdagangan Inrernasional yang 
berasal dan Bea Keluar, Permasalahan penerapati tanifBea Ke]uar atas 
ckspor konscntrat tembaga dapat digamharkan sebagai henikut: 

Adanva perbedaan penetapan tarif Bea Keluar yang tercantum 
dalam Pcmbcritahuan Ekspor Barang (PEI3) PT F! dengan PT 
AMNT diniana dalarn 109 dokumen PEB PT 1 , 1 tarif Bea Keluar 
yang diberitahukan adalah sebesar 5°i atau total sebesar 
Rp2.719.756.842.000 scdangkan 25 dokumen PEB pada eskporrir 
konsentrat tembaga lainnva vaitu PT .AMNT tarif Bea Keluar yang 
diberitahukan adalah sehesar 7,5 0 	atau total scbesar 
Rp458.429.053.000. 
PT FE mengajukan permohonan keberatan atas scluruh penerapan 
tarif Bea Keluar tahun 2017 s.d 2018 sehesar 7,501  dengan ni]ai 

sebesar Rpi .968.833.747.591. :\tas keheratan terscbut, Direktorat 
Jenderal Bea Cukai (D)B(.) menolak seluruh perinohonan PI F! 
dan PT FT telah menverorkan kesciuruhan Bea Kcluar rersehut ke 
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kas Negara. Namun selanjutnva, PT FT mengaukan 148 upava 
banding dengan putusan sel)agai bcrikur: 
a. 2() pengajuan banding dikabulkan Majelis 1-Jakim yang 

memutuskan penetapan tarif Bea Kcluar bagi PT Fl sebesar 
5hh sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Menteri ESDM 
dengan PT N sehingga terdapat potcnsi restitusi sebesar 
Rp204.021.300.846. 

h. 128 pengajuan banding masih dalam proses sehingga 
terdapat potensi restitusi yang akan terjadi sebesar 
Rpl.616.300.349.040,60 apabila pengajuan banding tcrscbut 
dikabulkan oleb Majelis Flakim. 

DJBC telah mengajukan Peninjauan Kembali atas 2() putusan 
banding Pengadilan Pajak kepada Ketua Mahkamah Agung pada 
April 2019. 

3. Terdapat Nota Kesepahaman yang mcnetapkan rarif Bea Keluar 
bagi PT Fl sebesar 5% bertentangan yang dengan rarif Bea 
Keluar yang telah diterapkan LIalam PMK Nomor 
13/PMK.010/2017 yaitu sebesar 7,5%. 

ierkair perbedaan penctapan Tarif Bea Keluar, Kernenterian 
ESDt\1 pacla a\valnva rneminta kepada Kementerian Kcuangan unruk 
dapat inenvesuaikan tarif Bea Keluar yang relah direrbitkan rnclalui 
PMK dcngan tarif rang ditetapkan dalarn Nota Kesepaharnan vaitu 
sehesar Namun, pada surar Menteri ESDM sclanjutnva 
menvatakan bahwa tarif Bea Keluar dapar diberlakukan scsuai dengan 
PMK N omor I 3/PMK.0 10/2017 raitu sebcsar 7,5° c.Menteri 
Keuangan kemudian mcngaj ukan perniohonan kepada Menteri 
ESDl unruk dapat merevisi '\IoL anrara perncrintah rang diwakili 
Dirjen Nlinerba an I\lentcri EDM dikarenakan bcrdasarkan BAP 
Penvelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur 
non lit- igasi n-ienvinipulkan habwa MoU bukan termasuk dalam jenis 
hierarki peraturan perunctang-undangan sehingga Mo F scharusnva 
ridak bolch bertentangan dengan peralUran perundang-undangan 
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yang ada. Narnun, dalam implementasinva ketika PT H nicngajukan 
permohonan keberatan atas selurub pcnetapan tarif Bea Keluar tahun 
2() 17 s.d 2018 sebesar 7,50  o terdapat pcngauan banding yang 
dikabulkan oleh Maelis Hakim yang memutuskan penetapan tarif 
Bea Keluar hagi PT FT sebesar 5°o sesuai dengan Nota Kesepahaman 
anrara Menteri ESDM dcngan PT FT. 

Sehuhungan dengan adanva perniasalahan tersehut. BPK 
rnengungkapkan bah\va permasalahaii tersebut berakibat pada potensi 
no cc/f/c/I tn'atiiieii/ (perlakLtan yang tidak sama) olch pemerinitah 
terhadap PT FT dcngan perusahaan pcngelola tambang lainnva. Lcbih 
lanjut, BPK juga menyatakan dalam LHP atas LKPP Tahun 2018 
bah\va permasalahan tcrscbut berakibat pada tujuan penierinrah untuk 
mendorong hthrisasi bcrp )tensi tidak tercapai. Terkait tujuan hilirisasi 
dengan memhangun si;je//ei', hal tersehut nicnipakan amanah yang 
diatur dalam LTndang_Undang  No.4 Tahun 2009. Mengingat sifat 

nTuncrba sehagai iioii ,r,ieu'able resollrc'e,c clan kuantitasnva terbatas, 
peinbangunan smeller nienjadi stratcgis untuk meningkatkan nilai 
tainbah untuk inengkompensasi keterbatasan terscbut elan tenrunva 
dapat dirnanfaatkan untuk keperluan industri dalam negeri. Jika 
perusalia-an laiiibat dalani rnenibangun .rmelter seinentara cadangan 
rmnerba habis tentu hal tersebur akan rncnjacli permasalaliaii 
khususnva bagi penerililaan dan neraca perdangangan negara 

kedcpannva. 

Lcbih lanjut. BPK mengungkapkan clalam larnpiran LI IP Atas 
LKPP Tahun 2018 bahva pemerintah telah menetapkan PMK 
Nomor 1 64/PMK.0 10/2018 tentang Perubahan atas P1IK Nornor 
1 3/PMK.() 10/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang 
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dalani PMK baru 
rcrscbut pemcrintah mcnihcri]can kelonggaran climana tarif Bea 
Keluar terringgi yang ditctapkan adalah 5o dan rahapan 

pembangunan smelter yang menjacli dasar pengenaan tarif Bea Keluar 
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dipangkas dari scmula 4 tahap rricrijadi 3 tahap vaini ketika progress 
pembamunan .cme//er mencapai diatas 50° n maka Bea Keluar untuk 
ckspor konsentrat mineral adalah O' .o (pada P1dK schclurnnva agar 
Bea Keluar nlcncapai 0° o rnaka progress peml)angunan sn/c//er harus 
mencapai tahap TV atau mencapai diatas 75°) .Atas adanva 
penubahan kebijakan rersebut, kajian mi akan niencoha untuk 
rnenganalisis dampak darl pcmictapaii PMK Nomor 
1 64/PMK.()10/2018 tersebut rerhadap p( teiisi pencnmaan negara 
dan rujuan hilirisasi minerba kedepannva. 

PEMBAHASAN 

Gambaran Kebijakan Penetapan Bea Keluar atas Bijih Mineral 
dan Konsentrat 

Kebijakan pcngenaan Bea Keluar atas bijib mineral dan 
konscnrrar merupakan langkah yang diambil pemerinrab untuk 
rncngarasi permasalahan eksploirasi sumber dava mineral yang 
dilakukan secara bcrlcbihan ranpa adanva upava-upava penciptaan 
nilai tanibab, Permasalahan menclasar yang melatarbelakangi 
muncuinva regulasi pcmenintab tersebut adalab kondisi kegiatan 
ekspor mineral dalam benruk bijih yang mengalami pcningkaran 
signifikan pasca dikcluarkarmnva Undang-Undarig Nomor 4 tahun 
2009. Kegiatan eksploitasi sumber dava mineral cenderung clilakukan 
secara herlehilian ranpa adanva upava-upava unruk meningkarkan ni]ai 
rarnbahnva bagi perekononiian di dalam negeri (Surono dan lafar, 
2013). 

Situasi rcnsebut kemudian direspons olch Badan Kcbijakan 
1iskal (BKF) Kementerian Kcuangan dengan mengusulkan kebijakan 
fiskal berupa clis-insentif clan juga insentif. Disinscnrif dalarn benruk 
pengcnaan Bea Keluar unruk mengenclalikan produksi ckspor dan 
lingkungan bidup. Scdangkan untuk inscnrif dilakukan dcngan 
menclorong investasi snie//er. Surono dan Jafar (2013) menvimpulkan 
bah\va pengenaan tanif Bea Keluar mi bukan dalain rangka 
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incng1unhat perdagangan tctapi adalah denTil tujuan yang ichili hcsat 
kcdepannva vaini nlcnTlanfaatkan kckavaan rninei -a] yang tcrkandung 
di dalam negeri untuk dapat dinianfaatkan se.besar-besarnva untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Hal tersebut tidak dapat 
dininda lagi karcna kekavaan mineral akan habis suatu saat nanu dan 
tidak dapat diperbaharui. 

Hasil cliskusi dengan BKF (2020), mengungkapkan bah\va pada 
tahun 2014 ckspor atas bijih mineral dilakukan pelarangan clan 
pengenaan Bea Keluar bcrgcscr pacla pr duk pengolahan mineral 
bcrupa konsentrat. Kebijakan mi dilakukan bertahap sambil 
menunggu kesiapan pembangunan smelter sclesai dibangun. Ijin ekspor 
konsentrat tersebut diperbolehkan hingga tahun 2017 clengan harapan 
pada tahun tersebut selesai dibangun. Namun, hingga tahun 2017 
smelter inasih belLLrn se]csai clibangun sehingga ijin ekspor konsentrat 
diperpanjang hingga tahu.n 2022 dcngan target pembangunan smelter 

pada tahun 2022 selcsai dibangun. 

Perubahan Pengenaan Tarif Bea Keluar pada Peraturan Menteri 

Keuangan Berdasarkan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI 

Pada LKPP Tahun 2018 

l3crdasarkan hasil kuntirniasi dengan BK1 (2' 	landasan 
pcnctapan kebijakan tarif I3ca Keluar PNIK Nornor 
164/PMK.010/2018 berasal dari Kenienterian L7SDM hal tersebut 
sejalan dengan PP Nornor 55 Tahun 20()8 bahwa kementerian tcknis 
dapat mengusulkan jenis dan tarif Bea Keluar. Hal tersebut diatur 
dalam pasal sebagai bcrikut: 
a. Pasal 2 a\at (3): "Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea 

Keluar sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh 
Menteri setclah mendapat pertimbangan clan/atau usul nicntcri 
yang tugas clan tanggung jawabnva di bidang perdagangan 
clan/atau mcntcni/kcpala icmbaga pemenintah non 
dcpartcmen / kepala badan teknis terkait 
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b. Pasal 3 avat (5): Tarif Bea Keluar clitcrapkan olch Mcntcri setclah 
niendapat pertinibangan dan/atau usul menteri yang tugas elan 
tanggung jawabnva di bidang perdagangan dan/arau 
menteri /kepala lembaga pcmcrintab non clepartemen/kepala 
badan tcknis terkait 

Lsulan jenis dan rarif Bea Keluar darl kernentcrian te]ulis 
dibahas dalarn Rapat Tcknis Tim Tarif yang selanjutnva akan 
diputuskan dalam Rapat Pleno Tim Tarif tingkat hselon I. Dalam 
peaksanaanva. Menteri FSDM rnclalui surat No. 
3007/30/MEM.B/2018 tanggal 4 September 2()18 mcngusulkan 
adanva pertla1ian rarif Bea Ke] ua r. 

Adapun rnenurut BKF (20220), penctapan PMK N oiii )r 
164/13MK.0I0/2018 aclalah menipertirnbangkan konidisi stahilitas 
ekonoini dan polink serta kapasitas finansial perusahaan pada waktu 
itu (scngkcta PT FT dan pcmcniiitah) apabila tanif Bca Kcluar tidak 
diuhah maka dikhawatirkan akan tcrjadi kerugian yang lcbih bcsar 
sebab penenimnan ncgara yang diperoleh clarl PT FT tidak hanva dan 

scktor Ben Keluar melainkan dari perpajakan yang lainnva scperri PPh, 
Royalti, pcncnimaan dacrab papua, dli. Pada intinva secara kcscluruhan 
pcncrtmaan negara yang diperoleh perneninrah baik 1sat maupun 
daerah rnenjadi lcbih bcsar. 

BIKF (2020) rncnarnbahkan bahwa kebijakan penurunan rarif 
I3ca Kcluar tcrscbut dapat ineningkatkan ekspor konsentrat yang 
sekilas tentu tidak sejalan dengan cita-cita bilinisasi .:\kan tetapi, 
kebijakan mi diambil dengan pertirnbangan menciptakan stabiliras 
ekonorni dan rncrnberikan kesernparan perusabnan untuk 
nicningkatkan kapasitas finansialnva dalarn menibangun .rrne/ter yang 
pacla akhirnva akan berdampak pada pcningkatan hilirisasi industri. 
Namun, disainping itu terdapat potcnsi mor.i/ /ianii vaitu apabila 
progres pcmbangunan sum/Ic,' tidak tcrscicsaikan. Oleh karena itu 
pengawasan secara ketat harus senantiasa dilakukan. 
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Terkait dengan Nota Kesepaharnan antara perncrintah dhi 
Ditjen Nlinerba Kernenterian ESDM dengan PT Fl yang mencrapkan 
tarif Bea Keluar untuk PT FT adalah scbcsar 5° yang mana menurut 
BPK clianggap bcrtcntangan dengan PMK Nomor 
13/PMK.() 1 0/2() 17, berdasarkan konfirmasi kepada Ditjcn N[inerba 
Kementerian ESD NI penetapan N urn Kesepahaman tersehut 
disebabkan karena dalam p  roses rencgoisasi PT 1'I dan 1K menjacli 
TUPK, PT Fl meniinta kompensasi darl pemerrntah berupa 
penurunan tarif Bea Kcluar atas perubahan status tersebur dan juga 
karena ada penciutan luas \vilavah perrnmhangan mereka. 

Kebijakan Hilirisasi, Pembangunan Smelter Dan Penerirnaan 
Negara 

Menurut Svahrir (2()17), kcbijakan hilirisasi mineral herdampak 
pada potensi pcncrrnaan ncgara yang cukup besar kedepannva haik 
bcrupa pajak rnaupun bukan pajak (PNBP). Ketergantungan pada 
usaha penambangan di hulu clengan mengekspor hijih mineral (nikel, 
bauksit, tcmbaga, dan besi), tclab rnenvebabkan rendahnva 
pcndapatan yang diraih perusa1aan dan tentu kontribusi pajak dan 
bukan pajak kepada ncgara juga rcndah. Sclain iru. terlalu 
mengandalkan pada usaha penambangan di hulu juga menvebabkan 
kerentanan pacla turunnva harga komoditas mineral di pasar global. 

Sebagai coritoh, PT FL berkontrihusi pada peneriniaan negara 
dalam bentuk dividen, rovalti, serta pajak dan non pajak lainnva 
dimana pada tahun 2006 kontribusi mencapai USD1,6 miiar dimana 
81 persen berasal dari kontnibusi pajak clan non pajak. Namun, ketika 
harga komoditas imncral mcngalami penurunan, pendaparan PT Fl 
juga terus menurun. Pada rahun 2012 sampai dengan 2014, PT FL 
ticlak mainpu mnemnbcri dividcn rerhaclap pemenintah. 

Bcrbicara lebib lanjur rcnrang manfaat hilirisasi dengan 

menibangun srne/tei; BPK dalam LHP Pcmeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu PDT'T) Kontrak Karva PT Fl Tahun 2013 sampai dengan 
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Tahun 2015 yang diterbitkan tahun 2017 rnengungkapkan bahwa 
terdapar potensi nilai tambah dari pengolahan konsentrat 
tembaga dan lumpur anoda (anoda slime) sehesar 
USD4,205,910,525.82 pada PT Fl. Sclain potensi nilai tambah, BPK 
juga menvatakan bahva apabila PI Fl melakukan pemurnian akan 
membawa ,i,nI/it'/ier efl'i'i dalam bent Uk: 
a. Nilai tambab dari sclisih impor produk tembaga dasar dengan nilai 

ekspor bijili vaitu sebesar USD8.97/kg (L5D12.16/kg_ 
USD3. 19/kg) dikalikan clengan total ekspor bijib dan kunscntrat 
tcmhaga pada tahun 2011 scbcsar 1.471.420 ton niaka akan 
mcnghasilkan [SD 13.198.637.400,) )0. 

Ii Penverapan tenaga kcrja mclalui rnclustri pengolahan tembaga 
dasar dtmana menurut kajian yang dilakukan oleb LAPI-ITB, 
pabrik 5me/ter PT Fl iiii diperkirakan akan menverap 550 tenaga 
kerja terap dan 1.000-1.500 tenaga tidak tetap. 
Penverapan tenaga kcrja irn belum termasuk tenaga kcrja di 
industri hilir dan im,//i//ier e/7èct yang didapat dari pengolahan basil 
produk industni hul u tembaga di Indonesia. 
Pabrik pernurnian dengan kapasitas 1.000000 ton konsentrat per 
tahun menghasilkan 300.1)01) ton katoda tembaga \rang mana akan 
rncnciptakan asam sulfat sebanvak 920.000 ton, yang dapat 
mendukung produksi bcrbagai pupuk lchususnva pupuk majemuk 
(NPK). Selain itu produk samping lainnva seperti perak rembaga 
dan ,gyp.ciii;i dibutubkan oleh industri semen scbagai bahan baku. 

Nieskipun dcmikian, mcrribangun siiie/ter bukanlah pckerjaan 
yang mudah. Menurut Lisnawati (2017) dan Juga basil diskusi dengan 
Ditjcn Minerba Kementenian ESDM (2020), terdapat permasalahan 
yang dialami olcb perusahaan dalam pernbangunan smelter yang 
mcliputt: 
a. Birokrasi dan regulasi di Indonesia scring menghamhat proses 

hilinisasi. Pcnizinan yang rumit, pembcbasan lahan, hingga tumpang 
unclih peraturan rnenjadi pcnghalang utarna. Berbicara 
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permasa1a1iii 	hirokrasi 	dan 	regulasi, 	Svahrir 	(2017) 
mengungkapkan bahwa terbitnva PP nomor 24/201 (), PP 
Nc. 1/21)14. dan PP No.1/2017, menciptakan ketidakpastian 
hukum, karena tiga PP mi kontraprodukut dengan misi kebialcan 
hilirisasi. 
Lntuk PP No.1/21)17 bahkan sedang ciajukan j,,dn-ial i-crior ke 
1\lahkarnah Agung. Bila PP mi akan ditcrapkan hingga lima tahun 
IcC depan (sarnpai dengan 2022), dikhawatirkan provek-provek 
,c,,jel/er yang sedang dan akan dibangun keimingkinkan mengalami 
kcsulitan urituk inendapatkan pasokan bahan baku. Hal mi tidak 
terlepas dari rnasih diperbolchkannva IUPK mengekspor mineral 
dalam bentuk konsentrat meski dibatasi dcngan svarat dan 
ketentuan. Dalam hal mi, tnvcstor yang mercncanakan 
rneinbangun rind/er rnasih akan inenunggu dan melihat (null tuid see) 

sikap pemerintah. 
Ketidakjclasan pada tata ruang investasi pembangunan sim/lci 

'lerdapat tumpang tindih antara pcta kchutanan, peta 
pertambangan, dan rcncana rata ruang wilavah. 
Kehutuhan infrastruktur peinbangunan smeller yang be] urn dapat 
terpenuhi seperti listrik untuk rncnjalankan pabrik, jalan untuk 
mengangkut bahan inentah dan basil olahan, dan pelamihan untuk 
mcndistnibusikan hasil pro uksi smeller. 

Berdasarkan aspirasi yang didapat clarl diskusi antara Ditjen 
I\Iincrba dan perusahaan rambang, rnvcstasi menibangun smeller 

masuk dalam daftar hitarn investasi perbankan dalarn negeni karena 
margin profitnva yang rendah, selnga pertsa1iaan kesulitan 
rnencani peiiiliayaaii. 

Selain itu terdapat perli -iasalalian akuntabilitas pernbangunan 

smelter seperti yang terjacli pada PT Antam. Pada tahun 2015. :\ntarn 
rnendapatkan Penvcrtaan Modal Ncgara (PMN) yang direncanakan 
untuk investasi sebesar L SD4,43 miliar dengan realisasi sebesar 
Rp394 tni1ici (per 31 Descrnber 2015). BPK (2017) mengungkapkan 
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bah\va pruvek Feni Halniahcra Tirnur (FF11) yang direncanakan 
untuk rneningkatkan nilai tambah cadangan nike] Antam tcrkcndala 
karena persoalan pendanaan dan macemva beberapa paker pekcrjaan 
sehingga ticlak selesai scsuai jadwal. 

Berdasarkan diskusi dengan Ditjcn Minerha (2020), progres 
pembangunan smelter di Indonesia sampai dengan saat mi aclalah 52 
unit dengan rincian 35 unit masih dalam proses dan 17 unit yang sudah 
berjalan. Khusus untuk komodiras tembaga. Dirjen Minerba 
Kernenterian ESDv1 memberikan catatan bahwa pernain di 
konioditas rembaga di Indonesia ridak banvak (PT Fl termasuk salah 
sarunva). \pa1ila Pf Fl lnempunvai smelter sendiri, maka PT FT 
rnempunvai peluang besar unruk inelakukan kapitalisasi pasar dan 
komodiras mi. 

Cararan tambahan dari diskusi dengan Ditjen Nlincrba 
Kementenian ESDI\1, dalam hal divestasi saham PT Fl kc pemenintah 
sebesar 51 0o,  penvelcsaian pembangunan smelter menadi perhatian 
penting untuk segera disc]csaikan. Hal tersebut dianggap penting agar 
divesrasi mi rnendatangkan rnanfaar bagi negara. Selain menvelesaikan 
pembangunan smelter baik pada PT Fl maupun perusahaan yang lain, 
Ditjcn Minerba juga mcmhcri catatan bah\va pcmeninrah juga harus 
dapat mcnciprakan industri pengolahan yang siap jalan unruk 
menverap basil pemurnian tersebut. Untuk itulab, harus ada 
koordinasi linras Kenientenian/Lembaga (terutama anrara 
Kenienterian F.SDT\ I dengan Kementcrian Pcrindusrrian) dan juga 
BLMN. 

Pii./ Kijian 1k \ 	1 29 



KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan konfIrmasi ternuan BPk daam LIcPP rA 201 

rnengenai potensi darnpak tidak tercapainva hiiirisasi ininerba dengan 
keterangan darl narasumber, baik dari BKF Kemenkeu dan Ditjcn 

1inerla I'emeiitcrian ESD\1, clapat clisnripulkan bah\va kcbiakan 
pe11l)a1a1 tarif Bea Kc]uar darl P\1K Nomor 13/P\1K010/2017 
menjadi PMK Nomor 164/PMK.010/2018 berdampak pada 
kenaikan ekspor konsentrat. Narnun, kenaikan ekspor konsentrat 
tersebur dituj ukan sebagai insentif untuk memperkuat kapasitas 
tinan sin I cia I am membangun .c,ne1te, 

Untuk itulah, kebijakan mi harus dikawal dcngati sungub-
sunguh dan dilakukan pengawasan secara ketat agar tujuan hilirisasi 
rninerba dengan membangun smelter dapat tercapai. Penurunan tarif 
Ben Keluar rang berdampak pada meningkatnva ckspor konscntrat 
tersebut harus dikompensasi dengan keseriusan perusahaan 1)aik PT 
FT maupun perusahaan lain Ltntuk menvelesaikan pembangunan 
s/Helter. Nanmn, pemermntah juga jangan hanva menga\vasi dan 
memaksa tetapi juga penn mcmbcrikan insentif baik pacla inasa pta 
rnaupun pasca pembangunan .cme/fer sebagai herikut: 

Nleniberikan kernudahan dalam birokrasm penizinan pembangunan 
smelter. Unruk mi penlu ada koorclinasi rang intensif antara 
lKenienterian ESDt\I dan Kementerian I ingkungan H iclup 
Kehutanan rerutama dalam penrelesaian tumpang ttndih anrara 
peta kehutanan, pcta pertambangan, dan rencana rara ruang 
vilarab un ruk p cmba ngunan smelter. 
U ntuk rnernenuhi kebutuhan listrik yang sangat hesar, perlu ada 
kenjasama dengan BUMN vaitu PT PLN (Persero) untuk 
nienvediakan pasokan kebutuhan listrik. Saat mi PT PI.N 
nicnvatakan kcsiapannva menvediakan pasokan lisrnik untuk 
kebutuhan inclustri pcngolahan clan pemunnian (sme/tel). Dcngan 

begitu diharapkan, inclustri suit//er di Indonesia lcbih kompetitif 

dan paling murah se-Asean. Unruk itu PT PLN penn 
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bcrkoordrnasi dengan Kcmenterian :'igraria dan Tara Ruang 
Rcpub]ik Indonesia untuk kcrja sania dan permudahan 
pembebasan lahan transmisi (Seria\van dan Ekarina, 2019). 
Pemcrintah perlu mempertrn11)angkan untuk mcngeluarkan 
kebijakan wang mernungkinkan bagi perbankan dalam ncgcri 
un ruk dapa t memb erikan pcmbiavaan pembangunan smelter.  
Pemerintali juga perlu melakukan pengawasan pada BU\IN 
pertai1aiigaii rang memproich PMN unruk mcmbangun .cmelter. 
Jangan sampai temuan dan permasalahan berhentinva provek Feni 
Halniahcra Timur (FHT) wang terjadi pada PT Antam tahun 2015 
terulang kembali di masa wang akan datang. 
Serelah smelter terbangun, pemerintah perlu memikirkan dan 
mempersiap]can industri rang siap berjalan unruk mcnverap dan 
mengolah basil pernurnian darl pabrik snielter tersebut.Apabila 
inclustni pengolahan pemurnian berjalan maka diharapkan 
pemet-inrab akan mendaparkan nilai tarnbah rang besar dan 
ekspor hasi] industni terscbut. Sebaliknva jika industri belum siap 
jalan untuk melakukan pengolahan hasil pemurnian tersebut, 
maka rujuaii utama darl liiliriasasi mi menjadi tidak akan tercapai. 
Pcrusahaan akan nierugi karena re/Hr/I aras investasi smelter tidak 
tercapai dan dari sisi pemerintah tidak mendapat nilai tambab pada 
harang ekspor rang dihasilkan dan industni tersebur. 
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